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MOTTO

“Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet”

(Terjemahan : Ketahuilah apa yang kamu katakan, tetapi jangan katakan

semua yang kamu ketahui ...) 

 Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2
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RINGKASAN

Kabupaten Situbondo merupakan daerah potensi banjir yang sering terjadi saat

musim penghujan tiba. Kerugian yang terjadi akibat bencana banjir tersebut bukan saja

berupa korban materi, namun juga korban jiwa. Penanggulangan Bencana merupakan

salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan

penanggulangan bencana sebelum,   pada saat maupun sesudah terjadinya  bencana.

Selama  ini  masih  dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan

penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan  hukumnya. Pangaturan

penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor

16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. Rumusan masalah meliputi : (1) Apakah

kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanggulangan bencana telah sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja BPBD Kabupaten Situbondo ? dan (2) Apa sajakah kendala dalam implementasi

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BPBD Kabupaten Situbondo? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi

syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat,

dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sedangkan pendekatan masalah

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Penanggulangan

Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian

kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya

bencana.  Selama  ini  masih  dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan

penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan  hukumnya. Pengaturan

penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor
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16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37

Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Situbondo. Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam

kedalam tiga kegiatan utama, yaitu : (1) Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; (2) Kegiatan saat terjadi

bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan

sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

(3) Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan

rekonstruksi. Walaupun mekanisme pananggulangan bencana sudah diatur sedemikian

rupa, namun dalam implementasi pelaksanaannya masih banyak dijumpai kendala.

Kendala yang ditemui antara lain masih adanya kesulitan dalam distribusi bantuan

bencana kepada korban bencana alam, distribusi bantuan yang kurang merata,

pemanfaatan bantuan yang tidak pada tempatnya, penyelewengan bantuan oleh oknum

dan pihak-pihak tertentu, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan penanganan

pasca bencana seperti pembangunan sarana dan prasarna pendukung yang kurang baik

dan memadai, sehingga rentan menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Dengan adanya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah di Kabupaten Situbondo diharapkan agar penanganan musibah bencana

di Kabupaten Situbondo dapat lebih cepat teratasi, baik, dan terarah dalam suatu garis

koordinasi, khususnya distribusi bantuan dan penanganan bencana baik secara prefentif

maupun pasca bencana. Menarik untuk diketahui bagaimanakah mekanisme

penanggulangan bencana di daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah agar pelakanaannya dapat diberikan secara tepat dan bermanfaat khususnya di

wilayah Kabupaten Situbondo. Bencana bisa terjadi kapan pun dan di mana pun, untuk

itu perlu ada penanggulangan dan pencegahan, agar dampak atau risiko yang

ditimbulkan dari musibah tersebut bisa diminimalisasi. Selain itu, peran pemerintah

daerah dalam penanganan bencana melalui BPBD harus didukung secara keseluruhan

oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali sehingga dapat berjalan dengan baik

untuk kepentingan bersama khsusunya oleh elemen masyarakat.

.
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